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ABSTRAK

PERAN AICHR SEBAGAI NORM ENTREPRENEUR DALAM
PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAM DI ASIA TENGGARA 2021-2024

Oleh
BHENAZIR WAFA RAHMANIE

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keragaman budaya, politik, dan
ekonomi yang sangat luas. Kini negara Asia Tenggara sedang menghadapi tantangan
yang signifikan dalam HAM. Keterkaitan norm entrepreneur dengan kasus hak
manusia, memfokuskan AICHR melalui norm entrepreneur di kawasan Asia Tenggara
yang diharapkan mampu bisa mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia
Tenggara. Namun pada kenyataannya penerapan norma-norma yang dibuat dan
dibagikan oleh AICHR dalam mempromosikan dan menangani masalah ini belum
sepenuhnya diterapkan oleh negara-negara di kawasan ASEAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana
peran AICHR sebagai norm entrepreneur dalam perlindungan dan promosi HAM di
kawasan Asia Tenggara dengan menjadikan masalah HAM di Myanmar sebagai
contoh AICHR menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui
buku, jurnal ilmiah, dan situs web resmi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini
adalah konsep norm entrepreneurship.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi di
Asia Tenggara, tetapi ASEAN melalui AICHR terus berupaya mempromosikan dan
melindungi HAM. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyusunan Rencana Kerja
Lima Tahun AICHR, yang mencakup program-program promosi HAM, dengan
anggaran yang disetujui pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. AICHR
memperluas program dan kegiatannya untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia yang
lebih luas sejalan dengan prioritas ASEAN, serta menyoroti saling melengkapi dari isu-
isu hak asasi manusia.

Kata Kunci : HAM, Peran AICHR, Norm Entrepreneur, ASEAN, Kasus HAM di
Asia Tenggara



ABSTRACT

THE ROLE OF AICHR AS A NORM ENTREPRENEUR IN THE
PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS IN SOUTHEAST
ASIA 2021-2024

By

BHENAZIR WAFA RAHMANIE

Southeast Asia is a region with vast cultural, political and economic diversity.
Currently, Southeast Asian countries are facing significant human rights challenges.
The link between entrepreneurial norms and human rights cases focuses AICHR
through Entrepreneurial Norms in the Southeast Asia region which is expected to be
able to overcome human rights problems in the Southeast Asia region. However, in
reality, the implementation of the norms created and shared by AICHR in promoting
and dealing with this problem has not been fully implemented by countries in the
ASEAN region.

This research aims to describe and analyze the role of AICHR as a norm
entrepreneur in protecting and promoting human rights in the Southeast Asia region by
using human rights issues in Myanmar as an example of AICHR carrying out its duties.
This research uses descriptive qualitative research methods, with secondary data
collection techniques carried out through books, scientific journals and official
websites. The concept used in this research is the concept of Norm Entrepreneurship.

Research results show that human rights violations still frequently occur in
Southeast Asia, but ASEAN through AICHR continues to strive to promote and protect
human rights. One of these efforts is through the preparation of the AICHR Five Year
Work Plan, which includes human rights promotion programs, with a budget approved
at the ASEAN Foreign Ministers' meeting. AICHR expanded its programs and
activities to cover a broader range of human rights issues in line with ASEAN priorities,
as well as highlighting the complementarity of human rights issues.

Keywords: Human Rights, Role of AICHR, Entrepreneurial Norms, ASEAN, Human
Rights Cases in Southeast Asia
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MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(13

(Al Baqarah: 286)

“ Tidak ada yang tidak mungkin, selama kamu percaya dan berkerja keras

(Muhammad Ali)

“ No need to run, just walk and see everything around us *

(Mark Lee)
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I PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap
orang, bersifat kekal dan universal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak
keamanan, hak berkomunikasi, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak untuk hidup, hak
keadilan, dan hak atas kesejahteraan merupakan hak-hak yang tidak boleh dirampas
(Sinaulan, 2018). Dengan berkembangnya aspek hukum, politik, sosial di Indonesia
pada masa reformasi, pemerintah mengesahkan undang-undang baru, yaitu Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Munthe, 2015).
Memberikan fokus yang lebih besar pada perlindungan hak-hak anak dan perempuan
dengan jenis pelanggaran HAM antara lain perdagangan manusia pembunuhan,
pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, penyiksaan hingga
penganiayaan.

HAM kini bukan hanya isu non tradisional tetapi menjadi isu fokus utama
dalam masalah hubungan internasional. Pada tahun 1993 di Wina Vienna Declaration
disetujui anggota PBB dalam Konferensi Dunia tentang HAM. Isi dalam dejlarasi ini
menegaskan masih diperlukan pertimbangan serta membentuk sebuah perjanjian untuk
mendukung kemajuan proses dan perlindungan HAM di tingkat regional dan sub-
regional. Pada kawasan Asia Tenggara isu tersebut terus menjadi perbincangan sensitif,
mengingat negara-negara di kawasan ini baru saja merdeka. Fokus utama negara-
negara tersebut adalah pembangunan nasional dan keamanan untuk mendukung
kemajuan perekonomian serta politik (Pattihua, 2017).

HAM memiliki tiga prinsip di setiap manusia yaitu suatu hak yang bersifat

universal dan tidak pernah bisa dicabut oleh setiap orang, antara satu HAM saling



terkait satu sama lain dan tidak ada perbedaan status dalam penegakan HAM, karena
semua orang dipandang sama di mata hukum. Norma-norma yang terkandung dalam
HAM memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang melindungi dan mengatur
hak-hak individu. Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan, HAM dibagi dalam
berbagai macam yaitu hak pribadi seperti contoh hak kebebasan dalam memilih agama
dan berpendapat dalam suatu forum, hak berpolitik seperti hal yang dilakukan setiap
lima tahun sekali yaitu pemilu, hak ekonomi yang menjadi aspek terpenting dalam
hidup karena setiap waktunya akan menentukan keberlangsungan hidup manusia, dan
kehidupan sosial dan budaya hal hal seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Berbagai dokumen internasional norma-norma ini juga seperti dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan banyak negara juga menerapkan norma-
norma tersebut dalam undang-undang nasional mereka (Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, 2022).

Penegakan norma-norma HAM juga dilakukan melalui berbagai mekanisme
hukum, politik, dan sosial yang bekerjasama di tingkat nasional dan internasional.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara universal diakui hak kebebasan
berpendapat, hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas persamaan
di hadapan hukum, dihormati dan ditegakkan oleh negara serta aktor non negara.
Secara umum, pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin melindungi
penegakan hukum HAM melibatkan upaya untuk mengintegrasikan norma-norma
tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Penegakan juga dilakukan melalui
pengadilan nasional dan internasional, instrumen hukum, pemantauan oleh organisasi
internasional, serta sanksi dan tekanan politik bagi pelanggar. Seperti dalam pengadilan
nasional, di banyak negara Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dapat
memutuskan bahwa undang-undang yang melanggar HAM tidak sah (Supriyanto,
2016).



Semenjak 40 tahun didirikan penegakan HAM di ASEAN masih tergolong
lambat. Pada 18 November 2012, sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN
menegaskan kembali komitmen mereka terhadap deklarasi HAM di tengah masalah
terjadi pelanggaran HAM di beberapa negara anggotanya, seperti Myanmar. Deklarasi
HAM yang disepakati pada tahun 2012 ini telah memperkuat kerja sama HAM di
kawasan Asia Tenggara dan terus mengembangkan perlindungan HAM melalui tiga
pilar AICHR. Di pilar komunitas keamanan dan politik, perdagangan manusia
diberantas, upaya pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat, serta perlindungan
HAM dalam kebijakan anti-terorisme. Di sisi lain, dalam pilar komunitas ekonomi
ASEAN, perlindungan HAM mencakup perjanjian perdagangan dengan negara-negara
non-ASEAN, kebijakan perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan, serta hak
kebebasan untuk bergerak dan bekerja bagi warga negara ASEAN. Pada pilar
komunitas sosial dan budaya terdapat perlindungan pada hak lingkungan, perlindungan
hak-hak anak dan perempuan dan perlindungan pada hak-hak di dalam Pendidikan
(Saputra R. D., 2021).

Nilai dasar HAM internasional yang diterima pada kawasan Asia Tenggara
merujuk piagam PBB menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia dengan
menghargai dan menghormati martabat manusia, serta menjunjung tinggi kesetaraan
hak antara pria dan wanita (Sitinjak dkk., 2022).

ASEAN telah berkembang menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi di Asia
Tenggara, yang bertujuan untuk menjadi terbuka, damai, stabil, dan sejahtera. Terdiri
dari tiga pilar utama: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-
Security Community), Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community),
dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Pilar-
pilar ini saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian, dan kestabilan

yang berkelanjutan di kawasan tersebut. ASEAN mendirikan Komisi Antar-



Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai respons terhadap
peristiwa yang berkembang di kawasan Asia Tenggara (Nursanti, 2022).

Pada tahun 2019, ASEAN membentuk sebuah lembaga yaitu AICHR (7he
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights). Tujuannya dibentuk untuk
melindungi hak asasi manusia serta memberikan kebebasan dasar pada setiap individu
di Asia Tenggara. Pada bulan Juli 2009 pertemuan di Bangkok para menteri luar negeri
telah merancang dan menyepakati TOR AICHR pada bulan Juli 2008, memberikan
mandat kepada lembaga HAM yang baru terbentuk. Tugas utama AICHR adalah
berinteraksi dengan ketiga pilar ini dalam upaya mencapai tujuan ASEAN untuk
membangun kesejahteraan dan perdamaian di Asia Tenggara. Selain itu, AICHR
bertanggung jawab melakukan peninjauan dan memberikan rekomendasi di kawasan
ASEAN terkait isu-isu hak asasi manusia (Nursanti, 2022).

ASEAN memiliki deklarasi hak asasi manusia ASEAN, dokumen yang
dikeluarkan oleh Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA).
Meskipun bukan merupakan instrumen hukum internasional yang sah seperti Konvensi
PBB, dokumen ini mencerminkan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia
yang diakui di kawasan Asia. Beberapa prinsip utama yang mendasari upaya
membangun kerangka kerja kerjasama HAM di ASEAN antara lain: setiap individu
berhak diakui di mana pun berada, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan hak-
hak dasar, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia,
penyandang disabilitas, dan pekerja migran tidak boleh diabaikan hak-haknya. Selain
itu, semua hak asasi manusia bersifat universal. Dalam deklarasi ini, negara-negara
ASEAN juga menegaskan hak-hak individu seperti hak ekonomi, sosial, budaya, hak
politik dan sipil, serta hak atas pembangunan (Univeristy of Minnesota, 2012).

ASEAN sebagai organisasi regional dahulunya kini telah berkembang
menjadi sebuah organisasi yang kompleks dengan committees yang beragam sebagai

contoh AICHR adalah salah satu committees yang dimiliki oleh ASEAN. ASEAN dan



AICHR pernah mendapatkan kritik serta pertanggung jawaban atas tugasnya
dikarenakan melewatkan kasus krisis kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya.
Masalah ini muncul karena adanya prinsip Asian Way yaitu suatu prinsip yang
menekankan tidak menggunakan pertahanan kolektif untuk melayani kepentingan
apapun antar kekuatan besar, berjanji untuk berkomitmen pada prinsip konsultasi,
penggunaan musyawarah sebagai dasar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar
anggota serta menghormati kedaulatan dari negara lain. Di dalam prinsip ASEAN way
juga terdapat salah satunya prinsip non intervensi, yaitu dimana sebuah asas dalam
hukum internasional yang menegaskan suatu negara dilarang untuk ikut campur dalam
masalah internal negara lain. ASEAN mendapatkan kritik dari masyarakat luas karena
prinsip yang mereka terapkan hingga saat ini yaitu prinsip ASEAN way. Prinsip ini
dibuat oleh perdana Menteri Singapura pada saat itu oleh perdana Menteri Lee Kwan
Yew yang dimana ia adalah seseorang yang menerapkan prinsip otoritarianisme yaitu
salah satu dari prinsip ini ialah mengharamkan kebebasan individu untuk berpolitik.
Prinsip otoritarianisme sangat berpengaruh kepada rezim hak asasi manusia karena
dengan adanya prinsip ini HAM menjadi hal yang dikesampingkan dan dipandang
sebelah mata (Adwina, 2018).

Sebagai entitas norm entrepreneur (pengusaha norma) dalam ASEAN, AICHR
memiliki fungsi yaitu sebagai konsultatif dan fasilitatif yang fokus pada peningkatan
kesadaran, penyusunan kebijakan, dan kerjasama internasional dalam bidang hak asasi
manusia. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum atau campur
tangan dalam kebijakan internal negara anggota, AICHR berperan sebagai advokat dan
fasilitator dialog untuk mempromosikan standar HAM di tingkat regional (Irawan dkk.,
2017). Meskipun terkendala oleh prinsip non-interferensi ASEAN dan keterbatasan
mandatnya, AICHR tetap berupaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di
ASEAN melalui pendekatan kolaboratif dan konsultatif yang menghormati kedaulatan

masing-masing negara anggota.



AICHR dalam jangka waktu 5 tahun sebagai aktor telah membuat rancangan
kerja untuk melakukan perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara.
Rencana kerja yang telah disusun oleh AICHR meliputi program dan kegiatan dengan
anggaran indikatif yang akan disetujui dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN,
berdasarkan rekomendasi dari komite perwakilan tetap ASEAN. Penyelesaian Rencana
Kerja Lima Tahun sebagai peringatan 10 tahun AICHR mencakup perluasan program
dan kegiatan untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas, sesuai dengan
prioritas ASEAN, serta menekankan keterkaitan antara berbagai isu hak asasi manusia.

Beberapa fokus rencana kerja AICHR yang sudah direncanakan antara lain
mempromosikan penerapan penuh instrumen-instrumen ASEAN terkait hak asasi
manusia, lalu akan ada strategi memajukan dan kerjasama untuk melindungi hak asasi
manusia, adanya dukungan kebijakan untuk negara anggota ASEAN atau badan
sektoral ASEAN, keterlibatan antara pemangku dan mitra dan adanya peningkatan
kapasitas dan kesadaran masyarakat. Hal ini semua telah dibagi oleh AICHR menjadi
beberapa area yang menjadi fokus tugas yang akan dijalankan.

Dari pernyataan tersebut, muncul norm entrepreneur yaitu yang diartikan
sebagai pengusaha norma atau sebuah individu atau kelompok yang membuat dan
mempromosikan norma-norma. Dalam hal ini, AICHR telah di juluki sebagai norm
entrepreneur karena berhubungan dengan apa yang dijalankan oleh AICHR sendiri.
Norm entrepreneur sendiri mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional lainnya
karena mengacu pada istilah individu atau entitas yang memperkenalkan ide atau
norma baru ke dalam debat internasional. Norm entrepreneur cenderung lebih berperan
bagi negara atau organisasi internasional dalam konteks norma internasional
dibandingkan aktor-aktor lain seperti organisasi non-negara atau individu. Keterkaitan
norm entrepreneur dengan HAM, idealnya dengan memfokuskan AICHR melalui
norm entrepreneur di kawasan Asia Tenggara pada awalnya diharapkan mampu bisa

mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya



penerapan norma-norma yang dibuat dan dibagikan oleh AICHR dalam
mempromosikan dan menangani masalah HAM belum sepenuhnya diterapkan oleh
negara-negara di kawasan ASEAN. Maka melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik
untuk meneliti bagaimana penerapan yang dilakukan oleh AICHR melalui norm
entrepreneur di kawasan Asia Tenggara yang berfokus bagaimana norma-norma itu

dibentuk dan bagaimana AICHR menjalankannya.

1.2. Rumusan Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap
individu, yang bersifat permanen dan berlaku untuk semua orang sebagai anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun dan mencakup
hak atas keamanan, hak untuk hidup, hak berkomunikasi, hak membentuk keluarga,
hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk hidup sejahtera
(Sinaulan, 2018). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
disahkan pemerintah karena berkembangnya aspek sosial, politik, dan hukum di
Indonesia pada masa reformasi, undang-undang baru (Munthe, 2015). Fokus undang-
undang tersebut memberikan perhatian lebih besar pada perlindungan hak-hak anak
dan perempuan. Jenis pelanggaran HAM antara lain perdagangan manusia
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, penyiksaan
hingga penganiayaan.

ASEAN, bersama dengan AICHR sebagai badan yang dibentuk oleh negara-
negara ASEAN, berfungsi sebagai norm entrepreneur dalam upaya perlindungan dan
promosi hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara. AICHR memainkan peran
penting dalam merumuskan, mengedepankan, dan melaksanakan norma-norma HAM
di kawasan ini. Melalui pengembangan kebijakan, advokasi, pemberdayaan, dan

pemantauan, AICHR berupaya menciptakan sebuah lingkungan di mana hak asasi



manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan secara luas di seluruh kawasan
ASEAN.

Keterkaitan norm entrepreneur dengan kasus hak manusia, idealnya dengan
memfokuskan AICHR melalui norm entrepreneur di kawasan Asia Tenggara pada
awalnya diharapkan mampu bisa mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia
Tenggara. Namun pada kenyataannya penerapan norma-norma yang dibuat dan
dibagikan oleh AICHR dalam mempromosikan dan menangani masalah ini belum
sepenuhnya diterapkan oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan
penjelasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fokus pada penelitian ini,
yaitu: “Bagaimana Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam

Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara 2021-2024?”.

1.3.  Tujuan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan.
Penentuan tujuan penelitian sangat penting karena memberikan arah dan fokus yang
jelas dalam mengkaji permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tentang
bagaimana peran AICHR dalam perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara
pada tahun 2021-2024 dalam studi Hubungan Internasional. Dengan menetapkan
tujuan yang spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
berarti dalam bidang peran norma dan politik global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Masalah HAM di kawasan Asia Tenggara
2. Mendeskripsikan Sejarah Kelahiran AICHR (The ASEAN Intergovernmental

Commission on Human Rights)



3. Mendeskripsikan peran AICHR sebagai norm entrepreneur dalam perlindungan

dan promosi HAM

14 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan
menawarkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
pelanggaran hak asasi manusia melalui perdagangan manusia di kawasan ASEAN.
Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi tambahan
untuk pengembangan studi hubungan internasional secara lebih mendalam di ranah
akademis :

1. Mengembangkan studi hubungan internasional yang berperan sebagai norm

entrepreneurship

2. Sebagai referensi studi hubungan internasional yang tertarik pada norma

dalam politik global & peran norma dalam studi ASEAN

Dengan memakai pendekatan norm entrepreneurship yang juga berkaitan
dengan pendekatan konstruktivisme sebagai acuan untuk meneliti. Pendekatan ini
merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang
memperlihatkan interaksi antar perilaku negara dan aktor politik internasional lainnya.
Terutama yang memperhatikan peran norma dalam politik global dan dalam konteks
ASEAN dan secara praktis bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti lain untuk

kedepannya.
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I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada lima studi sebelumnya yang
dianggap relevan dengan topik yang diangkat, yang digunakan sebagai landasan
wawasan dan informasi untuk mendalami penelitian ini. Peneliti memilih studi-studi
tersebut untuk mendalami topik "Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam
Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara".

Penelitian Pertama, yaitu tulisan yang ditulis oleh penulis Riswan Munthe
(2015). Dalam tulisan ini ditegaskan bahwa human trafficking merupakan masalah
serius yang sulit untuk dihapuskan. Pernyataan ini menekankan bahwa perdagangan
orang adalah musuh bersama yang mempengaruhi berbagai kalangan. Pelaku
perdagangan manusia seringkali memiliki jaringan yang luas baik secara nasional
maupun internasional, serta memiliki kekuatan fisik dan dominasi yang besar. Korban
perdagangan orang cenderung berasal dari kalangan ekonomi lemah dan pendidikan
yang terbatas.

Penelitian Kedua, yaitu tulisan yang ditulis oleh penulis Seilla Faiza Nursanti
(2022). Dalam tulisan ini dibahas pada periode 2010-2015 AICHR di Asia Tenggara
berusaha menangani perdagangan orang. Perkembangan kasus kejahatan lintas batas
yang melibatkan berbagai negara menjadi isu HAM yang sangat erat. Menurut
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional, kejahatan
ini melibatkan lebih dari satu negara, pengarahan dan pengendalian dari negara lain,
serta dapat memberikan dampak di berbagai negara. ASEAN memiliki tiga pilar yang
saling mendukung, dan hasilnya adalah pembentukan AICHR, lembaga yang bertugas
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melindungi HAM. Untuk mencapai tujuan perdamaian dan kesejahteraan di Asia
Tenggara, AICHR melakukan konsultasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan ketiga
pilar ini. Terkait dengan isu-isu HAM di kawasan tersebut, AICHR juga melakukan
evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada setiap pilar.

Penelitian Ketiga, yaitu tulisan dari penulis Nurul Fajriah Forestryanti (2022).
Dalam tulisan ini, dibahas tentang upaya ASEAN dalam mengatasi kasus perdagangan
manusia di kawasan Asia Tenggara. Bentuk pelanggaran HAM yang paling serius
merupakan perdagangan manusia, melibatkan eksploitasi individu seperti kerja paksa,
perbudakan, prostitusi paksa, dan perdagangan organ. Hak tesebut dilanggar dengan
kejam seperti kebebasan, keselamatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, isu ini
perlu diperhatikan dan terus didiskusikan karena menyangkut prinsip kemanusiaan.
Kasus perdagangan manusia seringkali menyebabkan korban mengalami kekerasan
fisik dan psikologis, termasuk pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Trauma yang
dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik
mereka. Contoh fenomena terkini mencakup eksploitasi tenaga kerja, perdagangan
seksual, situasi Rohingya, perdagangan anak, serta kerja paksa di sektor pertanian.

Penelitian Keempat, yaitu tulisan dari penulis Atanasio Trivaldus Bambar
(2022). Tulisan ini membahas pelanggaran hak asasi HAM pada kasus human
trafficking. Di Indonesia, masalah perdagangan manusia yang melanggar HAM sudah
banyak terjadi di berbagai daerah. Belakangan ini sering muncul pemberitaan dalam
negeri maupun luar negeri tentang perdagangan manusia. Kasus yang sangat terlihat
terutama melibatkan perempuan dan anak-anak serta industri seksual, yang beberapa
tahun terakhir mendapat perhatian dari masyarakat melalui media massa. Peningkatan
perdagangan manusia ini disebabkan oleh krisis ekonomi. Angka pengangguran,
terutama di pedesaan, terus meningkat, sementara biaya hidup semakin tinggi akibat

kenaikan harga kebutuhan dasar.
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Penelitian Kelima, yaitu penelitian yang ditulis oleh Wincent Anggadha
(2020) Tulisan ini membahas peran komisi antar-pemerintah ASEAN AICHR dalam
menangani human trafficking di Indonesia. Dijelaskan bahwa upaya pemerintah dalam
memberantas kejahatan ini sering dianggap minimal dan kurang efektif. Perlindungan
terhadap warga negara adalah kewajiban negara yang sangat penting, namun juga
diperlukan kerjasama internasional dengan aktor non-negara untuk menjamin
keamanan manusia. Tingginya angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara
mendorong negara-negara ASEAN untuk mendirikan AICHR. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dasar-dasar pembentukan AICHR dan kontribusinya dalam upaya
penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Isu perdagangan manusia di
Indonesia menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat banyaknya kasus yang
terjadi. Warga Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan manusia, sehingga
dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk menyelesaikan
permasalahan ini.

Penelitian Keenam, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ahmad Reza Fahlefi
Pattihua (2017). Mengenai efektivitas mengatasi HAM di Asia Tenggara pada ASEAN
Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) dan juga faktor faktor
ketidakefektifan AICHR berdasarkan variabel, dikarenakan adanya prinsip non-
intervensi. Selain itu, terdapat perbedaan dan proses terkait nilai-nilai HAM yang
memiliki pengaruh besar terhadap konsistensi Komisi HAM Regional ASEAN.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa ASEAN tetap mempertahankan prinsip ASEAN
Way, yang mencakup prinsip non-interference, sehingga lebih menekankan pada fungsi
promosi dibandingkan dengan investigasi. Tantangan utama yang harus dihadapi oleh
AICHR adalah menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di kawasan
Asia Tenggara. AICHR didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di wilayah

tersebut. Namun, berdasarkan pembahasan dan analisis, terdapat beberapa faktor yang
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menyebabkan ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM,
salah satunya adalah Praktik Prinsip non-interverence dan dalam TOR AICHR mandat
yang tercantum terbatas dalam fungsi perlindungan juga. Akibatnya, AICHR sebagai
komisi HAM ASEAN cenderung memberikan tekanan yang lemah terhadap negara

anggota dalam upaya penegakan hak asasi manusia di masing-masing negara.
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan
Judul Penelitian

Tujuan Penelitian

Teori dan Konsep

Hasil Penelitian

Riswan Munthe “Perdagangan Orang

Penelitian ini bertujuan

Konsep Human

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan orang seringkali

(Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi untuk membahas Rights dan Human melibatkan sindikat yang sangat terorganisir. Sindikat-sindikat
Manusia” bagaimana perdagangan Trafficking ini menggunakan berbagai metode untuk merekrut,
orang (human trafficking) memindahkan, dan mengeksploitasi korban. Dari sisi hukum,
terjadi dan bagaimana penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah
pandangan hukum dan mengambil langkah-langkah signifikan dengan mengadopsi
internasional terhadap ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional,
kasus perdagangan orang Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang keduanya menjadi landasan hukum utama dalam
memerangi kejahatan tersebut. Pemerintah, bekerja sama
dengan berbagai organisasi non-pemerintah, telah mengambil
langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi perdagangan
orang di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa program-
program edukasi, kampanye kesadaran, dan perlindungan
hukum bagi korban telah memberikan dampak positif dalam
mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap perdagangan
orang.
Seilla Faiza Nursanti “Upaya ASEAN Penelitian ini bertujuan Konsep Penelitian ini menemukan bahwa. Terkait erat dengan kasus
Intergovernmental Commission On Human Right | untuk menganalisis isu hak | Human Rights dan | kejahatan berekembang lintas negara yang melibatkan berbagai
(AICHR) dalam Menangani Human Trafficking asasi manusia yang sangat | Organisasi negara pada isu hak asasi manusia. Menurut Konvensi
di Asia Tenggara (Periode 2010-2015)” terkait dengan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan transnasional,

perkembangan kasus
kejahatan lintas negara

kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara, dengan adanya
pengaruh dan pengendalian dari negara lain, serta dapat
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yang melibatkan berbagai
negara. Berdasarkan
Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai
kejahatan transnasional,
jenis kejahatan ini
melibatkan lebih dari satu
negara, diatur serta
dikendalikan oleh negara
lain, dan dapat
menimbulkan dampak di
banyak negara.

menimbulkan dampak yang meluas di berbagai negara. ASEAN
memiliki tiga pilar yang saling mendukung, dan hasilnya adalah
pembentukan AICHR, lembaga yang bertugas melindungi
HAM. AICHR melakukan konsultasi, kolaborasi, dan
koordinasi dengan ketiga pilar ASEAN untuk mencapai tujuan
mereka dalam mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan
di Asia Tenggara. Selain itu, AICHR juga melakukan evaluasi
serta memberikan rekomendasi kepada masing-masing pilar,
khususnya terkait dengan isu-isu hak asasi manusia di kawasan
tersebut.

Nurul Fajriah Forestryanti “Peran ASEAN
Menangani Perdagangan Manusia di Kawasan
Asia Tenggara.”

Penelitian ini bertujuan
untuk membahas tentang
upaya ASEAN dalam
mengatasi kasus human
trafficking di kawasan Asia
Tenggara. Perdagangan
manusia dianggap sebagai
salah satu bentuk
pelanggaran HAM yang
paling serius, melibatkan
eksploitasi individu seperti
kerja paksa, perbudakan,
prostitusi paksa, dan
perdagangan organ. Hak-
hak dasar seperti
kebebasan, keselamatan,
dan martabat manusia
dilanggar dengan kejam

Teori Regionalisme

Penelitian ini menemukan bahwa bentuk pelanggaran HAM
yang paling serius, melibatkan eksploitasi individu seperti kerja
paksa, perbudakan, prostitusi paksa, dan perdagangan organ.
Hak-hak dasar seperti kebebasan, keselamatan, dan martabat
manusia dilanggar dengan kejam. Oleh karena itu, isu ini perlu
diperhatikan dan terus didiskusikan karena menyangkut prinsip
kemanusiaan. Kasus perdagangan manusia seringkali
menyebabkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis,
termasuk pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Trauma
yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap
kesehatan mental dan fisik mereka.
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Atanasio Trivaldus Bambar “Tindak Pidana dan
Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penjualan
Orang (Human Trafficking) Terutama pada Anak
dan Perempuan”

Penelitian ini bertujuan
untuk membahas
pelanggaran hak asasi
HAM pada kasus human
trafficking. Di Indonesia,
masalah perdagangan
manusia yang melanggar
HAM sudah banyak terjadi
di berbagai daerah.
Belakangan ini,
pemberitaan tentang
perdagangan manusia
semakin sering muncul,
baik dalam negeri maupun
luar negeri. Kasus-kasus
yang sangat terlihat
terutama melibatkan
perempuan dan anak-anak
serta industri seksual, yang
beberapa tahun terakhir
mendapat perhatian dari
masyarakat melalui media
massa. Peningkatan
perdagangan manusia ini
disebabkan oleh krisis
ekonomi

Konsep Hak Asasi
Manusia dan
Perlindungan Hak
Asasi Manusia

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun
terakhir, baik dalam konteks domestik maupun lintas negara,
kasus perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Perdagangan manusia, yang
sebagian besar melibatkan perempuan dan anak-anak, serta
eksploitasi dalam industri seksual, baru mulai mendapatkan
perhatian publik melalui media massa dalam beberapa tahun
terakhir. Jika ditelusuri lebih dalam disebabkan oleh krisis
ekonomi, peningkatan perdagangan manusia dalam beberapa
tahun terakhir ini.

Tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di daerah
pedesaan, semakin meningkat, sementara kondisi kehidupan
semakin sulit akibat tingginya biaya hidup. Berdasarkan
berbagai kasus perdagangan manusia yang terungkap, korban
potensial meliputi bayi dalam kandungan, anak-anak dari segala
usia, serta pria dan wanita. Selain faktor ekonomi, rendahnya
tingkat pendidikan juga menjadi salah satu penyebab tingginya
kasus perdagangan manusia mempengaruhi, karena semakin
rendah pendidikan seseorang, semakin mudah bagi mereka
untuk menjadi korban penipuan. Hal inilah yang semakin
memperburuk masalah perdagangan manusia, terutama di
daerah pedesaan.

Wincent Anggadha “The Role of Asean
Intergovernmental Commission on Human Right
(AICHR) On Handling of Human Trafficking in
Indonesia.”

Penelitian ini bertujuan
untuk membahas peran
Komisi Antar-Pemerintah
ASEAN AICHR dalam

Konsep Human
Rights

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka kasus
perdagangan manusia di Asia Tenggara mendorong negara-
negara ASEAN untuk membentuk AICHR. Tujuan penelitian ini
untuk memahami landasan pembentukan AICHR serta perannya
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menangani suman
trafficking di Indonesia.
Dijelaskan bahwa upaya
pemerintah dalam
memberantas kejahatan ini
sering dianggap minimal
dan kurang efektif.
Perlindungan terhadap
warga negara adalah
kewajiban negara yang
sangat penting, namun juga
diperlukan kerjasama
internasional dengan aktor
non-negara untuk
menjamin keamanan
manusia.

dalam penanggulangan human trafficking di Indonesia. Human
trafficking di Indonesia menjadi isu yang sangat signifikan untuk
dibahas mengingat tingginya jumlah kasus yang terjadi. Warga
Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan manusia,
sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama
pemerintah, untuk menyelesaikan masalah ini.

Ahmat Reza Pahlefi Pattihua

“Efektivitas AICHR dalam Mengatasi HAM di

Asia Tenggara”

Penelitian ini bertujuan
untuk membahas tentang
tentang efektivitas ASEAN
Intergovernmental

Commission On Human
Rights (AICHR) dalam
mengatasi HAM di Asia
Tenggara dan juga faktor
faktor ketidakefektifan

AICHR berdasarkan
variabel, dikarenakan
adanya prinsip non-

intervensi. serta melihat
adanya  perbedaan  dan

Konsep Human
Rights

Penelitian ini mengidentifikasi efektivitas AICHR dalam
menangani hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara, serta
faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, di antaranya adalah
penerapan prinsip non-intervensi. Selain itu, terdapat perbedaan
dan proses terkait nilai-nilai HAM yang memiliki pengaruh besar
terhadap konsistensi Komisi HAM Regional ASEAN. Penelitian
ini menunjukkan bahwa ASEAN masih mempertahankan Konsep
ASEAN Way, yang mengedepankan prinsip non-interference,
membuat AICHR lebih memfokuskan diri pada fungsi promosi
daripada investigasi. Tantangan utama yang perlu dihadapi
AICHR adalah menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi
manusia di kawasan Asia Tenggara. AICHR dibentuk untuk
memperjuangkan hak asasi manusia dan mengurangi terjadinya
pelanggaran di  wilayah tersebut. Namun, berdasarkan
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proses terhadap nilai HAM
yang merupakan bagian
yang sangat berpengaruh
pada  konsistensi Komisi
HAM Regional ASEAN.

pembahasan dan analisis, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus
pelanggaran HAM, salah satunya adalah mandat yang tercantum
dalam TOR AICHR sangat terbatas dalam fungsi perlindungan.
Praktik Prinsip non-interverence juga Hal ini menyebabkan
lemahnya tekanan yang diberikan oleh AICHR sebagai komisi
HAM ASEAN terhadap negara anggota dalam menegakkan hak
asasi manusia di negara mereka.
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Secara umum, keenam penelitian sebelumnya memiliki kaitan dengan topik
yang penulis bahas, baik dari segi teori maupun metode yang sama-sama kualitatif.
Penelitian-penelitian tersebut karena berkaitan dengan masalah HAM di kawasan Asia
Tenggara dapat dijadikan referensi. Perbedaan atau pembaruan dalam penelitian ini
terletak pada penekanan pada bagaimana implementasi AICHR dalam menangani isu
hak asasi manusia di tingkat kawasan ASEAN. Penelitian ini dilakukan karena
pentingnya memahami peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights (AICHR) sebagai norm entrepreneur dalam perlindungan dan promosi hak asasi
manusia (HAM) di Asia Tenggara. Sebagai lembaga regional, AICHR memainkan
peran penting dalam menginisiasi dan mempromosikan norma-norma hak asasi
manusia di antara negara-negara anggota ASEAN, yang memiliki keragaman dalam
latar belakang politik, budaya, dan hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teori
norm entrepreneurship yang belum banyak diterapkan secara mendalam dalam studi
tentang AICHR. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengungkap
bagaimana AICHR berperan dalam menciptakan dan menyebarluaskan norma-norma
HAM di Asia Tenggara.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga menyajikan
rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan di ASEAN dan organisasi HAM
internasional untuk memperkuat peran AICHR dalam mendukung dan melindungi hak
asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam
literatur yang ada, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan

untuk memperbaiki mekanisme perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.
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Kerangka Analisis

Di bagian ini, peneliti akan menjelaskan teori atau konsep yang digunakan

dalam menganalisis penelitian ini. Teori ini membantu peneliti memahami dan

menganalisa hasil penelitian dan membantu peneliti menjelaskan masalah penelitian,

menjelaskan, atau memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan.

2.2.1. Teori Norm Entrepreneurship

Cass R. Sunstein pertama kali memperkenalkan istilah "norm entrepreneur"
untuk menggambarkan aktor yang berupaya mengubah suatu norma. Definisi
lainnya adalah aktor yang berusaha memperkenalkan norma baru dengan
mempertimbangkan konsekuensi logis dari norma lama yang sedang berlaku. Norm
entrepreneur agar dapat diterima oleh sistem seringkali disertai dengan proposal
alternatif yang mengarah pada penciptaan norma baru, yang kemudian
diperkenalkan ke dalam sistem. Norm entrepreneur dapat mempengaruhi perilaku
aktor-aktor internasional lainnya karena istilah ini mengacu pada aktor yang
membawa norma atau ide ke dalam diskusi internasional. Yang lebih mungkin
berperan sebagai norm entrepreneur adalah negara atau organisasi internasional
dibandingkan dengan organisasi non-negara atau individu, terutama dalam forum-
forum multilateral di mana negara memiliki otoritas terbesar dalam proses
negosiasi (Sunstein, 1996).

Norm entrepreneur juga dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial yang
memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku orang lain dan seorang aktor
yang memiliki perilaku mengubah norma. Terlepas dari berbagai definisi, literatur
menunjukkan bahwa wirausahawan norma adalah aktor dengan komitmen kuat
untuk mempromosikan ide tertentu (Friedrich Naumann Foundation, 2022).

Organisasi internasional telah diakui sebagai wirausaha norma. Bertindak sebagai
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wirausaha norma, literatur menyarankan bahwa organisasi internasional memenuhi
peran tersebut melalui beberapa cara, seperti penetapan agenda, advokasi norma,
penyebaran norma, penegakan norma, dan penegakan norma institusionalisasi.

Hubungan internasional dan disiplin ilmu terkait umumnya didefinisikan
sebagai norm entrepreneur , dan istilah serupa lainnya, dengan sedikit variasi. Ethan
Nadelmann mendefinisikan istilah pembentuk moral transnasional sebagai aktor
yang melegitimasi atau mendelegitimasi perilaku dan dengan demikian mengubah
norma. Konsep entrepreneur mengacu pada mereka yang beroperasi dalam upaya
menciptakan aturan baru untuk menghilangkan suatu kejahatan yang dianggap lebih
besar. Norm entrepreneur juga penting bagi strategi penyebaran norma dan arena
yang disukai untuk kegiatan wirausaha norma. Beberapa jenis aktor yang berbeda
dapat menjadi wirausahawan norma dan tidak harus negara-bangsa.

Norm entrepreneur dapat berupa aktivis, organisasi internasional, atau
komunitas epistemik, antara lain. Dengan demikian, karakteristik seperti apa yang
harus dimiliki norm entrepreneur dalam kasus negara mereka harus dipandang
sebagai warga negara internasional yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai liberal
dan tatanan dunia, seperti keyakinan pada prinsip-prinsip hukum internasional,
multilateralisme, dan kerjasama internasional.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa hal ini didukung oleh beberapa
wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang-orang terkenal di ASEAN,
termasuk yang berpangkat tinggi. Fakta ini memang diakui dengan baik Di antara
para profesional yang bekerja di bidang ASEAN, Duta Besar Rosalio Manalo,
mantan Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Ketua Gugus Tugas Tingkat Tinggi
yang menyusun Piagam ASEAN yang baru, dan Perwakilan Filipina pertama untuk
Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR),
menyatakan bahwa ini adalah sifat yang paling disukainya dari kelompok kerja

tersebut.



22

Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa mekanisme utama untuk
mendorong proses aktif sosialisasi internasional yang dimaksudkan untuk
mendorong para pelanggar norma menjadi pengikut norma. Mekanisme sosialisasi
ini dapat mencakup pujian, ejekan, tekanan teman sebaya, dan sanksi, antara lain.
Jaringan norm entrepreneur juga bertindak sebagai kelompok sosialisasi untuk
membuat para aktor sasaran mengadopsi dan dengan memantau kebijakan baru
kepatuhan terhadap standar internasional. Norm entrepreneur juga memiliki
variabel untuk mempengaruhi pembentukan dan penyebaran norma-norma barunya
seperti mengidentifikasi isu, melakukan mobilisasi sumber daya, melakukan strategi
advokasi, pembentukan aliansi, mendorong pendidikan dan peningkatan kapasitas,
mempertimbangkan konteks kebijakan, mengembangkan mekanisme dan evaluasi,
kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari aktor aktor yang menolak
akan norma tersebut dan juga mempertimbangkan pengaruh historis, budaya dan
nilai-nilai lokal (Friedrich Naumann Foundation, 2022).

Norm entrepreneur tentu masih berkaitan dengan konstruktivisme dimana
konstruktivisme mempunyai fokus utamanya pada penjelasan bagaimana perbedaan
dalam pengalaman sejarah dan konteks budaya telah menentukan norma, gagasan,
dan identitas antara negara dan kawasan, telah membawa kecanggihan dan kejelasan
yang lebih besar pada studi keamanan Asia Tenggara. Konstruktivis menegaskan
bahwa kualitas di antara negara-negara didasarkan pada apakah norma, gagasan, dan
identitas dibagikan dan bagaimana mereka berubah seiring waktu. Banyak yang
berpendapat bahwa konstruktivisme memiliki cara yang lebih baik untuk
menjelaskan tentang ASEAN atau regionalisme Asia karena ia sangat
mempertimbangkan norma dan identitasnya yang unik. Bagi para konstruktivis,
diplomasi regional telah dipengaruhi oleh perubahan norma di tingkat global yang
berkaitan dengan hubungan antara norma-norma dan prinsip non-intervensi hak

asasi manusia di Asia Tenggara. Konstruktivisme memungkinkan norma-norma
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luar atau 'universal' untuk dimodifikasi atau ditafsirkan ulang di pihak penerima
melalui proses lokalisasi, atau untuk berevolusi dari praktik wacana lokal
(Mewengkang, 2012).

Norma merujuk pada seperangkat aturan, nilai, atau standar yang diakui dan
diterima oleh anggota suatu komunitas atau masyarakat sebagai pedoman perilaku
yang sesuai. Pembentukan norma biasanya dipicu oleh adanya kesadaran terhadap
isu-isu sosial atau politik yang dianggap penting dan membutuhkan perhatian lebih.
Proses ini sering kali terjadi melalui perdebatan publik, advokasi, dan interaksi
antaraktor sosial, yang pada akhirnya mengarah pada konsensus bersama mengenai
suatu prinsip atau nilai yang harus diterima dan diterapkan. Dalam konteks
internasional, norma sering kali berkembang sebagai respons terhadap tantangan
global, seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, atau krisis
lingkungan.

Norma dapat terbentuk dengan memperhatikan isu-isu yang sedang
berkembang atau sedang diperdebatkan dalam forum internasional. Isu-isu ini sering
kali menjadi pemicu untuk menciptakan norma baru yang diharapkan dapat
mengatur atau mengubah perilaku negara-negara atau aktor internasional lainnya.
Misalnya, semakin meningkatnya perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia
di beberapa negara telah mendorong terbentuknya norma internasional yang lebih
kuat dalam melindungi hak-hak individu. Dalam hal ini, norm entrepreneur berperan
penting dalam mengidentifikasi isu-isu tersebut, menyuarakan pentingnya
perubahan, dan mendorong adopsi norma yang dapat diterima oleh negara-negara
atau organisasi internasional.

Sebagai aktor yang mempromosikan norma baru, norm entrepreneur
berusaha meyakinkan berbagai pihak untuk mengadopsi nilai-nilai tertentu melalui
berbagai strategi, seperti diplomasi, penyebaran informasi, atau pendidikan publik.

Dalam banyak kasus, norm entrepreneur dapat mempengaruhi pembentukan norma
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melalui mekanisme advokasi dan aliansi dengan aktor lain yang memiliki tujuan
serupa. Mereka juga berupaya memobilisasi sumber daya untuk memfasilitasi
penyebaran norma dan memastikan bahwa norma tersebut dipraktikkan secara
konsisten. Dalam konteks AICHR, misalnya, mereka berperan dalam
mempromosikan dan mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia di
kawasan Asia Tenggara dengan memperkenalkan ide-ide baru dan berkolaborasi
dengan aktor internasional untuk mencapainya.

Proses terbentuknya norma tidak hanya dipengaruhi oleh isu-isu yang
sedang berlangsung, tetapi juga oleh faktor-faktor historis, budaya, dan nilai-nilai
lokal yang ada di masing-masing negara atau kawasan. Dalam hal ini, norm
entrepreneur harus mempertimbangkan konteks spesifik yang ada di setiap negara
atau kawasan, termasuk pandangan politik dan sosial yang ada, agar norma tersebut
dapat diterima dan diadopsi dengan baik. Proses lokalisasi norma internasional, di
mana norma-norma yang bersifat global atau universal dimodifikasi atau
disesuaikan dengan kondisi lokal, sering kali diperlukan agar norma tersebut dapat
diterima oleh berbagai aktor yang terlibat. Dengan demikian, peran norm
entrepreneur dalam pembentukan dan penyebaran norma merupakan hal yang
sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan
memperkuat implementasi hak asasi manusia di tingkat global dan regional
(Friedrich Naumann Foundation, 2022).

Penelitian ini memfokuskan pada konsep norm entrepreneurship pada
AICHR , di mana AICHR berperan sebagai organisasi yang memainkan peran kunci
dalam membentuk, mempromosikan, dan mengimplementasikan norma-norma
HAM di Asia Tenggara. Salah satu inisiatif yang diambil ASEAN adalah pendirian
AICHR sebagai bagian dari struktur antar pemerintahnya. Tujuan utama dari

penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana AICHR melindungi hak asasi manusia.
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2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan instrumen yang peneliti gunakan agar dapat

memberikan gambaran mengenai penelitian, serta untuk menjelaskan “Bagaimana

Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam Perlindungan dan Promosi HAM di

Kawasan Asia Tenggara”

Kasus perdagangan manusia yang
melanggar hak asasi manusia yang
terus terjadi di kawasan negara-
negara ASEAN

Identitas/
Norma

Aktor

Norm Entrepreneur
(Identifikasi isu, Menjalin Kerjasama
dengan pihak eksternal , dan Bagaimana
AICHR Mengatasi Tantangan Jika Adanya
Penolakan dari aktor yang menolak)



26

Peran AICHR sebagai Norm
Entrepreneur dalam Perlindungan
dan Promosi HAM di Asia
Tenggara 2021-2024

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.
McCusker dan Gunaydin menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk
menyelidiki masalah dengan mengumpulkan data dari situasi yang sebenarnya,
menetapkan variabel, dan menganalisisnya secara mendalam. Analisis deskriptif,
seperti yang dijelaskan oleh Whiteney, merupakan metode penelitian yang bertujuan
untuk mengidentifikasi fakta dengan terjemahan yang akurat dari data yang
dikumpulkan. Penelitian ini berfokus pada isu-isu yang ada dalam masyarakat,
termasuk norma-norma dan kondisi khusus, serta menggali hubungan, kegiatan, sikap,
persepsi, dan proses-proses yang terjadi beserta dampaknya. Pendekatan deskriptif juga
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi terhadap tantangan
yang terkait dengan fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung (Sugiyono,
2010).

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan Bagaimana
Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam Perlindungan dan Promosi HAM
di Asia Tenggara. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran AICHR sebagai

bagian dari organisasi internasional dan juga bagian dari badan pemerintah yang
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berperan sebagai norm entrepreneur untuk melakukan perlindungan dan promosi

HAM di Asia Tenggara.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mempersempit cakupan agar dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai peran AICHR sebagai norm entrepreneur dalam
perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara, khususnya
terkait dengan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
bagaimana AICHR berperan sebagai norm entrepreneur dalam melindungi dan
mempromosikan HAM di kawasan tersebut. Pemilihan periode 2021-2025 didasarkan
pada laporan Rencana Kerja Lima Tahun AICHR 2021-2025, yang mencakup program
dan kegiatan AICHR dengan anggaran indikatif yang akan disetujui dalam pertemuan
Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Perwakilan Tetap
ASEAN. Rencana Kerja Lima Tahun ini juga menandai peringatan 10 tahun AICHR,
di mana AICHR memperluas program dan kegiatannya untuk mencakup isu-isu hak
asasi manusia yang lebih luas sesuai dengan prioritas ASEAN, serta menekankan

keterkaitan antar isu-isu hak asasi manusia.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti akan memanfaatkan informasi dari studi dokumen yang diperoleh dari
berbagai sumber sebagai data sekunder dan primer dalam penelitian ini. Data primer
merujuk pada sumber materi asli mengenai suatu peristiwa, termasuk semuanya bukti
kontemporer terhadap peristiwa tersebut. Data sekunder mengacu pada segala sesuatu
yang telah ditulis tentang peristiwa setelah itu. Data sekunder diakses melalui jurnal,

situs resmi dan berdasarkan dokumen yang telah dikeluarkan.
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3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya pengumpulan data dalam penelitian tidak bisa dipungkiri karena
data tersebut menjadi dasar utama untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi
pustaka, dengan fokus pada dokumen yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang
memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Data yang dikumpulkan
berkaitan dengan peran AICHR sebagai norm entrepreneur dalam perlindungan HAM.
Peneliti juga melakukan pengutipan langsung dan tidak langsung untuk mendukung
argumen dalam penelitian ini. Penggunaan metode observasi dalam penelitian, seperti
yang dijelaskan oleh Soehartono, dapat membantu mengukur situasi di lapangan secara
detail, walaupun dalam konteks penelitian ini observasi lebih mengacu pada

pengamatan analitis (Hastuti & Soehartono, 2018).

3.5. Teknik Analisa Data

Di sini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan masalah serta
memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada analisis data ini, penulis
mengadopsi teknik analisis data menurut Huberman dan Miles, yaitu teknik analisis
pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles &

Huberman, 1994).

1. Tahap Pengumpulan Data
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Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi,
dokumentasi, atau gabungan keduanya. Proses pengumpulan data ini sering kali
memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan dataset yang
komprehensif. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi mendalam

terhadap konteks sosial atau objek penelitian yang relevan.

. Tahap Penyajian Data

Jika hal penyajian data sudah dilakukan, kemudian langkah selanjutnya
merupakan memperlihatkan data. Dalam penelitian kualitatif, data

dipresentasikan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif dan naratif.

. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah hasil baru yang belum pernah diketahui
sebelumnya. Ini bisa berupa penjelasan atau representasi yang lebih jelas
tentang sesuatu yang sebelumnya kurang dipahami atau tidak begitu jelas.
Berkenaan dengan ini, gambaran kesimpulan yang akan dijelaskan pada
penelitian ini merupakan bagaimana peran AICHR sebagai norm entrepreneur
dalam perlindungan dan promosi HAM di Kawasan Asia Tenggara sebagai

bagian dari badan pemerintah dan juga organisasi internasional.
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V. KESIMPULAN & SARAN

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keragaman budaya, politik, dan
ekonomi yang sangat luas. Kini negara Asia Tenggara sedang menghadapi tantangan
yang signifikan dalam hal hak asasi manusia (HAM). Meskipun adanya kemajuan
dalam beberapa aspek, banyak negara di kawasan ini masih menghadapi isu-isu terkait
pelanggaran HAM, seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Asia
Tenggara adalah kawasan yang mencakup Indochina, semenanjung Malaysia, serta
pulau-pulau di sekitarnya. Negara-negara ASEAN memprioritaskan keamanan untuk
mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional serta kestabilan politik
sebagai negara-negara yang sedang berkembang karena baru merdeka. Isu pelanggaran
HAM masih menjadi hal yang sering terlewatkan oleh negara ASEAN, seperti kasus
genosida di Kamboja-Thailand, kasus diskriminasi di Malaysia dan krisis demokrasi di
Filipina. ASEAN masih menerapkan konsep “ASEAN Way” yang juga tetap menjadi
salah satu elemen kunci dalam proses penguatan dan integrasi kawasan untuk
memperkuat kerjasama keamanan.

Dalam kasus HAM yang cukup besar dan menjadi sorotan dunia internasional
beberapa tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara, dapat dilihat bahwa prinsip non-
intervensi ASEAN telah membatasi efektivitas penanganan terhadap masalah
pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara, seperti yang dijelaskan yaitu kudeta di
Myanmar dan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Akibatnya, isu-isu tersebut belum
sepenuhnya teratasi, menyoroti perlunya reformasi dalam pendekatan ASEAN untuk
menggabungkan perlindungan HAM dengan penghormatan terhadap kedaulatan
negara anggota. Dan ASEAN masih harus mempertimbangkan keberadaan prinsip
yang tetap dipegang teguh oleh mereka karena dengan adanya prinsip ASEAN way dan
juga prinsip non-intervensi nya, karena masyarakat internasional juga seringkali

mengkritik akan prinsip ini.
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Sebagai bagian integral dari upaya ASEAN untuk memperkuat perlindungan
hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, akhirnya ASEAN bersama kepala
anggota negara ASEAN membentuk badan integral yaitu ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR) yang memiliki sejarah penting dalam konteks
pembentukan dan perkembangan lembaga ini. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2009
dalam KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua Hin di Thailand, komisi antarpemerintah
ASEAN tentang hak asasi manusia yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights (AICHR) telah diresmikan oleh para pemimpin ASEAN. Peresmian
AICHR juga diperkuat dengan adanya undangan kepada Deklarasi Hak Asasi Manusia
(AHRD) yang diangkat pada bulan November pada tahun 2012 dengan pernyataan dari
Phom Penh tentang penerapan AHRD yang ditandatangani oleh pada pemimpin
ASEAN. Pembentukan AICHR membuktikan bahwa komitmen ASEAN dalam
menjalankan strategi yang berwawasan untuk memperkuat kerjasama regional dalam
bidang HAM, AICHR dibentuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur
organisasi ASEAN dan lembaga yang komprehensif, dengan tanggung jawab
menyeluruh dalam memajukan dan melindungi HAM di kawasan ASEAN.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya norm entrepreneur atau pengusaha
norma yang membantu sebuah organisasi internasional untuk menjalankan perannya.
norm entrepreneur berperan aktif dalam menciptakan, menyebarluaskan, dan
memperkuat norma-norma baru dalam lingkup global. Dalam AICHR, konsep norm
entrepreneur ini masuk kedalam hal yang relevan karena AICHR seperti di ketahui
mereka bertindak sebagai salah satu pelopor dalam membentuk dan memperjuangkan
norma norma perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pembentuk
norma, AICHR juga melakukan peran dalam merumuskan suatu kebijakan dan standar
yang dilakukan untuk mengutamakan nilai HAM di antara negara-negara anggota

ASEAN.
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Norm entrepreneur juga penting dalam strategi penyebaran norma dan arena
yang dituju untuk kegiatan penyebaran norma. Beberapa jenis aktor yang berbeda dapat
menjadi penyebar norma dan tidak harus negara-bangsa. Norm entrepreneur dapat
berupa aktivis, organisasi internasional, atau komunitas epistemik, antara lain. Dalam
menjalankan perannya sebagai entitas norm entrepreneur, AICHR membuat suatu
rancangan kerja untuk dilakukan dalam lima tahun kedepan. AICHR telah membuat
rancangan kerja five year work plan 2021-2025, sesuai dengan Piagam ASEAN,
Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh tentang
Adopsi AHRD, Visi Komunitas ASEAN 2025, dan Kerangka Acuan (TOR) AICHR,
Rencana Kerja Lima Tahun ini untuk periode 2021 — 2025 mencakup program dan
kegiatan AICHR dengan anggaran indikatif yang akan disetujui pada Pertemuan
Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Perwakilan Tetap
ASEAN.

Sebagai entitas norm entrepreneur, AICHR tentu saja melakukan pembentukan
suatu norma yang akan dibuat dan disebarluaskan kepada negara-negara anggota
ASEAN. Dalam pengembangan dan promosi norma HAM nya, AICHR melakukan
pembentukan norma melalui pengembangan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia
ASEAN pada tahun 2012. Lalu, AICHR juga melakukan kampanye dalam proses
pembentukan norma nya yaitu kampanye yang melibatkan beberapa masyarakat sipil,
pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, AICHR
berharap bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dan mempromosikan
norma tersebut di tingkat nasional.

AICHR juga telah berkomitmen pada kegiatan yang mendukung penerapan
kerangka regional ASEAN di bidang perdagangan manusia, pencegahan dan
penanggulangan munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan, perlindungan
HAM. Hak-hak pekerja migran, dan pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas.
Apabila diminta oleh ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan Badan Sektoral ASEAN



90

terkait, dan AICHR juga dapat bekerja di luar bidang nasional Dalam menjalankan
perannya, AICHR membagi beberapa enam fokus area untuk menjalankan peran dan
tugasnya dalam periode tahun 2021-2024 berdasarkan rencana lima tahun kerja yang
telah dirancang. Dalam menjalankan perannya, tentu saja norma dan impact dari
kegiatan yang telah dikeluarkan oleh AICHR akan mendapatkan respon dari negara
anggota. Hal yang telah dibuat dan disebarluaskan oleh AICHR mendapat respon dari
beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Peran
AICHR sebagai norm entrepreneur di kawasan ini tentu sangat berkontribusi pada
kemajuan perlindungan HAM di Asia Tenggara, meskipun masih ada ruang untuk
peningkatan dalam hal implementasi.

Norm entrepreneur tentu saja memiliki keterkaitan dalam masalah HAM di
kawasan Asia Tenggara, terutama dalam konteks hubungan internasional. Peran norm
entrepreneur aktor yang berusaha menciptakan, menyebarkan, dan menegakkan norma
baru berhubungan erat dengan dinamika HAM di kawasan ini, yang menghadapi
tantangan kompleks terkait budaya, politik, dan ekonomi. Di kawasan ini, ASEAN
memiliki piagam ASEAN yang menekankan prinsip-prinsip HAM, tetapi mekanisme
regional HAM-nya cenderung lemah karena komitmen kuat terhadap prinsip non-
intervensi. Dalam konteks ini, norm entrepreneur bekerja untuk memperkuat
mekanisme HAM ASEAN, dengan mempromosikan norma-norma internasional dan
berusaha mengubah pola pikir pemerintah yang menutup pandangannya terhadap
HAM.

Peran AICHR dalam konteks perlindungan dan promosi hak asasi manusia
(HAM) di kawasan Asia Tenggara lebih cenderung difokuskan pada promosi dan
kesadaran akan pentingnya HAM daripada penegakan hukum yang lebih tegas. Sebagai
norm entrepreneur, AICHR berusaha memperkenalkan dan menyebarluaskan norma-
norma HAM yang sesuai dengan standar internasional, namun hasil implementasinya

masih terbatas. Meskipun AICHR telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti
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Rencana Kerja Lima Tahun 2021-2025 untuk memajukan perlindungan HAM dalam
berbagai isu, respons negara-negara anggota ASEAN bervariasi, tergantung pada
faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya yang ada. Beberapa negara anggota, seperti
Indonesia dan Filipina, cenderung lebih mendukung inisiatif AICHR, sementara negara

lain mungkin menolak untuk campur tangan terhadap intervensi terkait HAM.

SARAN

Penelitian ini menyarankan dalam penelitian selanjutnya bisa dapat menggali
lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam
mengimplementasikan norma HAM di lapangan, mengeksplorasi bagaimana negara-
negara non-ASEAN dan organisasi internasional terlibat dalam isu HAM di Asia
Tenggara, menganalisis lebih detail hambatan-hambatan internal dalam tubuh ASEAN
itu sendiri, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta dinamika
politik domestik di negara-negara anggota yang mungkin memperlambat upaya
AICHR dalam menyebarkan norma HAM, dan mempertimbangkan analisis lebih
mendalam mengenai efektivitas AICHR sebagai norm entrepreneur, apakah struktur
dan mandat AICHR saat ini sudah memadai di Asia Tenggara untuk mengatasi

tantangan pelanggaran HAM yang kompleks.
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